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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh e-government 

terhadap transparansi pengelolaan anggaran dan tingkat korupsi pemerintah 

provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. E-government tidak memberikan kontribusi terhadap transparansi 

pengelolaan anggaran daerah pemerintah provinsi di Indonesia. 

2. E-government memberikan kontribusi terhadap tingkat korupsi 

pemerintah pemerintah provinsi di Indonesia. 

3. Transparansi pengelolaan anggaran daerah tidak memberikan kontribusi 

terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa 

saran yang diberikan yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti 

opini audit dan temuan audit. Selain itu, dapat memperluas sampel yang 

akan diteliti, dan dapat mengembangkan penelitian dengan lebih luas. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan apabila menggunakan variabel yang 

sama dapat menggunakan proksi yang berbeda untuk menghasilkan hasil 

yang baru. 
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5.3 Keterbatasan dan Implikasi 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dan implikasi yang diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Keterbatasan 

Pada penelitian ini terdapat beberapa pemerintah provinsi yang tidak 

memiliki data indeks integritas nasional ataupun data tingkat korupsi pada 

tahun 2022, sehingga harus mengeliminasi provinsi-provinsi tersebut. 

Sampel penelitian hanya berfokus pada pemerintah tingkat provinsi di 

Indonesia dengan jangka waktu penelitian 2022-2023. 

2. Implikasi 

Penelitian ini dapat membuktikan teori keagenan. Teori keagenan 

dibuktikan dengan adanya asimetri informasi antara pemerintah dan 

masyarakat sehingga diharapkan pemerintah dapat mengungkapkan 

informasi secara terbuka kepada masyarakat. Pada penelitian ini, e-

government berpengaruh terhadap tingkat korupsi dimana asimetri 

informasi yang ada dapat dihindari dengan cara pengungkapan informasi 

secara terbuka melalui implementasi e-government oleh pemerintah. 

Implikasi penelitian ini diharapkan masing-masing pemerintah provinsi 

di Indonesia dapat meningkatkan kualitas dari implementasi e-

government sehingga dapat menekan kasus korupsi yang terjadi di 

masing-masing daerah. 

 


